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ABSTRAC

The general election is a manifestation of the people's sovereignty . As
the embodiment of the law of the State within the framework of the Republic of
Indonesia , then either election elections DPR, DPD and DPRD , and the election
of President and Vice President Election of Regional Head and Deputy Head
should be carried out according to the law . When compared with the 2005
General Election on the political participation rate is increased by 2005 the
amount of community participation rates as much 72,23%, whereas in 2010 to
75%. But there is one of eleven sub district is low political participation of
citizens in the district namely Acid Jujuhan .. Based on that , the authors wanted
to know and do the study of Public Political Participation in the District and in
District Koto barking Acid Dharmasraya Jujuhan on Election 2010.

Of exposure and above the fact that it can be formulated problem will be
studied in this research is , What factors are melatarbelakngi high community
participation in Nagari Koto Salak District Toy Island and what factors are
melatarbelakngi low community participation in Nagari Sinamar Jujuhan acid
District on election districts Dharmasraya in 2010 . Research informants were
registered voters at the DPT and also use the right pilihnyan voters do not exercise
their voting rights in the election of 2010 Dharmasraya . The results showed that
the factors behind the high voter turnout in District Koto Salak and in the District
Asam Jujuhan is economic status the level of education and profesi.

Later suggestions that can pull of this study are as follows : Operator
shall disseminate election election programs are to be implemented which is
expected to increase the political participation of the public in the vote in the
election , to the community , as well as to the organizers .

Keyword : Political Participation, Pilkada Year 2005 and KPUD.
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RINGKASAN

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat.
Sebagai perwujudan Negara hukum dalam kerangka NKRI, maka Pemilu baik
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wapres serta
Pemilukada harus dilaksanakan menurut UU. Jika dibandingkan dengan
Pemilukada pada tahun 2005 angka partisipasi politik masyarakat mengalami
kenaikan yaitu pada tahun 2005 jumlah angka partisipasi masyarakatnya sebanyak
72,23%, sedangkan pada tahun 2010 menjadi 75%. Tapi dari 11 Kecamatan ada 1
Kecamatan yang partisipasi politik masyarakatnya rendah yaitu di Kecamatan
Asam Jujuhan. Berdasarkan hal itu maka penulis ingin mengetahui dan melakukan
Studi tentang Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Koto salak dan di
Kecamatan Asam Jujuhan pada Pemilukada Kabupaten Dharmasraya tahun 2010.

Dari pemaparan dan kenyataan diatas maka dapat dirumuskan
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, Apa faktor faktor
yang melatarbelakngi tingginya partisipasi masyarakat di Nagari Pulau Mainan
Kecamatan Koto Salak dan apa faktor faktor yang melatarbelakngi rendahnya
partisipasi masyarakat di Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan pada
pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010. Informan penelitian adalah
Pemilih terdaftar pada DPT yang menggunakan hak pilihnyan dan juga pemilih
tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilukada Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor-faktor yang
melatarbelakangi tingginya partisipasi pemilih di Kecamatan Koto Salak dan
factor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi politik di Kecamatan
Asam Jujuhan adalah status social ekonomi yaitu tingkat pendidikan, dan
pekerjaan/profesi

Kemudian saran yang dapat tarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Penyelenggara pilkada harus mensosialisasikan program-program pemilukada
yang yang akan dilaksanakan yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, kepada
masyarakat, maupun kepada pihak penyelenggara.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilukada Tahun 2010 dan KPUD



1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat.
Sebagai perwujudan Negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka Pemilihan umum tersebut baik Pemilihan umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah harus dilaksanakan menurut Undang-undang yang ada.

Dalam konteks penguatan demokratisasi, Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) langsung sebenarnya berpeluang
untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Rakyat yang
memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal dalam menuju lajur
demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban
demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif
hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Aktualisasi dari civic education sebenarnya terletak kepada tingkat
partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu.
Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini
menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu
terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga
kekuasaan lokal, di mana actor pelaksana kekuasaan lokal baik unsur

birokrasi maupun legislatif sering melakukan langkah pengambilan dan



pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif
masyarakat sipil.

Konsep partisipasi politik menjadi sangat penting dan urgen pada masa
demokrasi sekarang. Partisipasi politik dianggap sebagai prasyarat dari
bangunan demokrasi. Para sarjana yang mempelajari partisipasi politik
percaya bahwa partisipasi politik adalah inti demokrasi. Verba, Schlozman
dan Brady (1995 : 1) bahkan berpendapat bahwa partisipasi warga negara
adalah jantungnya demokrasi. Dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak dapat
dibayangkan tanpa kemampuan warga Negara untuk berpartisipasi secara
bebas dalam proses bernegara (cf. Kaase dan Marsh, 1979 : 28).

Pentingnya partisipasi dikaji adalah karena untuk melihat demokrasi
suatu Negara berarti akan berkaitan dengan partisipasi. Karena demokrasi itu
ada karena adanya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
dalam Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 secara umum
mengalami peningkatan. Dari jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 adalah sebanyak
133.026 pemilih yang ikut serta berpartisipasi menggunakan hak pilihnya

dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini:



Tabel 1.

Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2010

Partisipasi | Persentase

No. Kecamatan Jumlah DPT Pemilin (%)
1 Koto Baru 20,414 14,767 72%

2 Koto Salak 10,969 9,068 83%

3 Pulau Punjung 23,861 17,855 75%

4 IX Koto 5,011 3,812 76%

5 Timpeh 9,327 7,365 79%

6 Sungai Rumbai 11,617 8,547 74%

7 Asam Jujuhan 8,047 5,447 68%

8 Koto Besar 16,186 11,542 71%

9 Sitiung 15,899 12,419 78%

10 | Tiumang 7,963 6,401 80%
11 | Padang Laweh 3,732 2,857 7%
Jumlah 133,026 100,080 75%

Sumber : KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Berdasarkan data-data di atas dapat kita ketahui bahwa persentase
pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 ada yang tinggi dan ada pula yang
rendah. Dimana tingkat partisipasi pemilih yang paling tinggi dalam tabel
tersebut adalah di Kecamatan Koto Salak, dan partisipasi pemilih yang paling
rendah terlihat dalam tabel tersebut adalah di Kecamatan Asam Jujuhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan
Koto Salak Dan Kecamatan Asam Jujuhan Pada Pelaksanaan Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2010”.



2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya partisipasi politik
masyarakat di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak pada
pelaksanaan Pemilihan Umun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi politik
masyarakat di Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan pada
pelaksanaan Pemilihan Umun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

3. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penedekatan metode
penelitian kualitatif. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua
KPUD periode 2010-2013, Panwas Pilkada, PPS dan KPPS serta Pemilih
terdaftar pada DPT yang menggunakan dan yang tidak menggunakan hak
pilihnya pada pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.

Salim dalam Supriyadi (2005:98) menyatakan tujuan dan maksud
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat substantif, yaitu suatu
penelitian yang konsen dengan topic permasalahannya, sehingga secara
metodologis penelitian kualitatif tidak secara eksplisit menampilkan bentuk
sistematika dengan cara-cara pendekatan yang baku dan eksplisit, karena

penelitian kualitatif mengutamakan kebenaran yang substantif.



4. Teknik Pemilihan Informan

Sesuai dengan pendapat Bungin (2001:63) dalam mencari informan
peneliti harus menentukan informan kunci dengan pertimbangan sebagai
berikut :

1) Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan pribadi sesuai

dengan permasalahan penelitian.

2) Orang yang dijadikan informan telah dewasa

3) Sehat jasmani dan rohani

4) Orang yang dijadikan informan mempunyai pengetahuan yang luas
mengenai permasalahan yang diteliti.

Maka itu dalam penelitian ini peneliti memilih informan yang bertujuan
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu pemilih
yang terdaftar pada DPT pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 yang menggunakan hak
pilihnya dan juga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pada
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010.

5. Pembahasan
Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang yang
terdiri dari 20 orang yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala
daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 dan 20
orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010.



Dari 40 informan yang diteliti di 2 (dua) Kecamatan tersebut
dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan/profesinya.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa factor-faktor yang
melatarbelakangi tinggi dan rendahnya partisipasi politik masyarakat pada
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya
pada Tahun 2010 adalah kondisi social ekonomi, yaitu pendidikan dan jenis
pekerjaan/profesi.

Pendidikan adalah pemindahan pengetahuan atau nilai-nilai secara
formal dan non formal. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Sedangkan pendapatan adalah jumlah daya beli yang diperoleh seseorang
secara teratur dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 24.
Karakteristik Informan Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Partisipasi Total
Rendah Tinggi

1. Tidak tamat SD 3 1 4

2. Tamat SD 9 3 12

3. Tamat SMP 7 3 10

4, Tamat SMA 1 7 8

5. Perguruan Tinggi - 6 6
Jumlah 20 20 40

Sumber: Data olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa informan yang diteliti di Nagari
Pulau Mainan yang partisipasinya tinggi mayoritas berpendidikan Tamat

SMP dan SMA vyaitu sebanyak 7 (tujuh) orang. Sedangkan yang jumlah



informan yang diteliti di Nagari Sinamar yang partisipasinya rendah
mayoritas berpendidikan tamat SD yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang.
Tabel 25.

Karakteristik Informan Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2010 Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Partisipasi Total
Rendah Tinggi

1. PNS - 4 4

2. Wiraswasta 3 8 11

3. Pedagang 2 3 5

4, Buruh 15 - 15

5. Petani - 5 5
Jumlah 20 20 40

Sumber: data olahan 2013

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa informan yang diteliti di Nagari
Pulau Mainan yang partisipasinya tinggi mayoritas pekerjaannya adalah
sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 8 (delapan) orang. Sedangkan yang jumlah
informan yang diteliti di Nagari Sinamar yang partisipasinya rendah mayoritas
pekerjannya adalah sebagai buruh yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang.
Berdasarkan fenomena di atas terlihat adanya suatu relevansi antara
teori dengan hasil penelitian dilapangan, seperti pemilih yang menggunakan
hak pilihnya rata-rata pendidikannya tinggi dan sebaliknya mereka yang tidak
menggunakan hak pilihnya adalah tamat SLTP, SD dan tidak tamat SD.
Kemudian dari latar belakang profesi pada umumnya yang menggunakan hak
pilihnya adalah yang pekerjaannya sudah mapan, dan pendapatannya tinggi
serta sebaliknya.

Menurut Miriam Budiardjo (1998:1-2) mengatakan bahwa:
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“Di  Negara-negara maju, pendapatan, pendidikana dan status
merupakan factor penting dalam proses partisipasi, atau dengan kata lain
orang yang berpendapatan tinggi, berpendidikan baik, dan berstatus social
tinggi, cenderung banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan
serta pendidikannya rendah”.

Di Kecamatan Koto Salak khusunya di Nagari Pulau Mainan yang
partisipasinya tinggi, rata-rata pendidikan tinggi dan status social ekonomi
sudah baik. Sementara kondisi masyarakat di Kecamatan Asam Jujuhan
khususnya Nagari Sinamar tersebut adalah merupakan daerah kamp-kamp
dari Pabrik Perkebunan sawit. Pada umumnya penghuni camp-camp tersebut
adalah berasal dari luar Kabupaten Dharmasraya (bukan masyarakat asli
Kecamatan Asam Jujuhan). Jika dilihat dari tingkat pendidikan memang
masih relative rendah. Begitu juga dengan pekerjaan mereka karena pada
umumnya mereka adalah buruh/pekerja PT Perkebunan sawit tersebut. Dalam
konteks pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2010, lebih mengarah kepada
sikap yang apatisme yang dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi dengan
lebih kental, karena dari informasi yang diperoleh bahwa informan tersebut
pada hari pencoblosan yang tidak menggunakan haknya tersebut berada
dirumahnya dengan melakukan aktifitasnya. Meskipun pihak perusahaan
meliburkan mereka, tetapi mereka tetap saja melakukan aktivitasnya sebagai
buruh perusahaan yaitu memanen sawit dan sebagai buruh pabrik.

Sebagai buruh mereka mendapatkan uang berdasarkan hasil kerja
harian, sehingga mereka merasa rugi kalau harus libur sehari karena tidak ada
pemasukan bagi mereka. Hal ini menyebabkan mereka cenderung melakukan

aktivitasnya sebagai buruh ketimbang harus datang ke TPS untuk

memberikan suaranya meskipun hari kerja diliburkan.
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6. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya dan tingginya
partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
pada penelitian ini adalah status sosial ekonomi yaitu pendidikan dan
pekerjaan/profesi dalam pelaksanaan pelaksanaan memberikan suara. Hal
ini dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 26.
Karakteristik Informan Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Kecamatan/Partisipasi Total
Asam Jujuhan Koto Salak

1. Tidak tamat SD 3 1 4

2. Tamat SD 9 3 12

3. Tamat SMP 7 3 10

4. Tamat SMA 1 7 8

5. Perguruan Tinggi - 6 6
Jumlah 20 20 40

Tabel 27.

Karakteristik Informan Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2010 Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Partisipasi Total
Rendah Tinggi

1. PNS - 4 4

2. Wiraswasta 3 8 11

3. Pedagang 2 3 5

4, Buruh 15 - 15

5. Petani - 5 5
Jumlah 20 20 40
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Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan
pekerjaan/profesi merupakan factor-faktor yang melatarbelakangi
tingginya dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010.

2. Bahwa masyarakat di Kecamatan Koto Salak adalah merupakan
masyarakat heterogen yang terdiri dari suku jawa, suku Minang, dan
Sunda yang tingkat pendidikannya rata-rata tamat SMA dan jenis
pekerjaan/profesi masyarakatnya adalah wiraswata, pedagang dan PNS,
sementara masyarakat di Asam Jujuhan adalah banyak pendatang dari luar
Kabupaten Dharmasraya khususnya di daerah pabrik kelapa sawit, yang
mana pekerjaannya rata-rata adalah sebagai petani dan buruh pabrik
sebagai pekerja harian. Sehingga meskipun hari kerja diliburkan mereka
tetap bekerja untuk mendapatkan upah hariannya.

7. Saran

1.) Pihak KPU Kabupaten Dharmasraya sebagai penyelenggara harus
melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sehingga masyarakat akan lebih
memahami betapa pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

2.) KPU harus lebih mengintensifkan kerja sama dengan semua
stakeholder untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat
pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

kedepannya.
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3.) Kemudian diharapkan ke depannya hasil penelitian ini dapat
memberikan pengertian dan motivasi kepada mayarakat untuk
menggunakan hak pilihnya pada pemilihan yang akan datang baik
pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah.
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